
 

 

   

 

 

BUPATI NATUNA 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN BUPATI NATUNA 

NOMOR  19  TAHUN 2023 
 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 

82 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT 

NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI LAINNYA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA 
  

BUPATI NATUNA, 

 

Menimbang  : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat 

dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung 

jawab, serta melaksanakan rekomendasi dari 
Badan Pemeriksa Keuangan perlu 
menyesuaikan kebijakan perjalanan di 

lingkungan Pemerintah Daerah; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu 
menetapkan Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas 

bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur 
Sipil Negara dan Pegawai Lainnya di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna; 
 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam 

SALINAN 



 

 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4880);   
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang 
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas 
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6485);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang 
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas 
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia    Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 
6485);  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia     Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia    Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia     Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia     Nomor 5495) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 



 

 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang   Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 5952); 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 6841); 
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia   Nomor 6322); 
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 71 Tahun 20I9 Tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 6400); 
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 57); 



 

 

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dan Pegawai 
Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 678); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29                  
Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas 
Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara 

Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah 
Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 

Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI 

NATUNA NOMOR 82 TAHUN 2021 TENTANG 
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN 
PEGAWAI LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN NATUNA. 

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati 
Natuna Nomor 82 Tahun 2021 Perjalanan Dinas 

Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara 

Dan Pegawai Lainnya Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten 
Natuna Tahun 2021 Nomor 84) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 100 
tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Natuna Nomor 82 Tahun 2021 Perjalanan 

Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil 

Negara Dan Pegawai Lainnya Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah 
Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 100) diubah 

sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 4 di ubah, sehingga pasal 4 

berbunyi sebagi berikut: 
 

Pasal 4 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, 
digolongkan menjadi: 

a.  Perjalanan Dinas Jabatan luar kota; dan 
b.  Perjalanan Dinas Jabatan yang 

dilaksanakan di dalam kota. 

 



 

 

(2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan 
di luar kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, merupakan perjalanan dinas 
yang melewati tapal batas dalam kota. 

 

 
(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan 

di dalam Kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b terdiri atas: 
a.  Perjalanan Dinas Jabatan yang 

dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; 
dan 

b. Perjalanan Dinas Jabatan yang 

dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) 
jam. 

  

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Natuna. 

 

 

Ditetapkan di Ranai 
pada tanggal  16 Juni 2023     

 

BUPATI NATUNA, 
 

ttd 
 
WAN SISWANDI 

 

Diundangan di Ranai 

pada tanggal 16 Juni 2023        

 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 

 

ttd 

KHAIDIR 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR  259 

 

 

 

  

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 
 
 

SUHERMAN, SH 
NIP. 197203172000121002 


